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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
CTAHUNZOO

PERATURAN DAERAH KABU PATEN WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

SERI C

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, -
maka Retribusi atas pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,

b. bahwa berdasarkan pErﬁmI::;angan 'sa’aagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran.

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4339);

5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indonesia Nomor 4388},

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
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1.

Nomar 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir ¢
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pe
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 §
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ing
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah [
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak [
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Ind
Tahun 2009 MNomor 130, Tambahan Lembaran N
Republik Indonesia Nomor 5048);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran N
Repubiik indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Kool
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran M
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Ta
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemef
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan [
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indg
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R
Indonesia Nomaor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang S
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabu|
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Nomor 5):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1997 e
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerifi
Daerah; )

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 174 Tahun
tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah:

Nomor 175 Tahun 19497
Retribusi Daerah

an Menteri Dalam Negeri

e l{EFmmsF'vsu:mman Tata Cara Pemungutan

tentang

i Bersama
Dengan Persetujuan -
N WAKATO
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE
’ dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN: I o
peraTurRaN_DAERAN KABUPATEL, LLlLEAcuRN
gy EMERIKSAAN
RETRIBUSI P
BABI
KETENTUAN umMum
Pasal1
peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan- .
{jserah adalah Kabupaten Wakatnrl:u. st I
pgmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabu
flupati adalah Bupati Wakatobi. "

' Kabu
fakretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah p

jutnya
i rah yang selanjui
erwakilan Rakyat Dae o
E::r:?;kﬁan Rakyat Daerah Kabupaten W?:l Al . Pemad::;
e et n, Pemakaman
RO dﬁ:ﬁng‘ina}:e'?:ta Ruang, Kebersihan, Pertamana
karan ada o
tztrlr?adam Kebakaran Kabupaten Wakato ”
[ diperi tugas
dalah Pegawai yand i
::r:f;?td:ngan Peraturan Perundang-undanga yang

merupa
dan/atau modal yand
mkumpﬁl:nr:;ﬁ:ﬁn yang tidak melakukan usa

disingkat DPRD adalah Dewan

ntu di bidang Retibusi Daerah

berlaku.

kan kesatuan, balk

ha yang mﬂ!‘”pllﬂ
fiadan adalah

yang melakukan usa
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. dan
, ari, mengumpulkan
jatan untuk mMENe rangka pengawasan

innya dalam

h Serangkaian keg
alal perdasarkan Peraturan

keterangan la
leh data dan atau K el
:f;;Ef'r:gn pemenuhan kewajiban retribus

ibusi Daerah. . -

dang-undangan retribus . erangiaian Tindaka

- o dak Pidana dibidang Retribus nae_rag E‘i:’a;?;ng se13niutnyra disebut

penyidikan Tin leh Penyidik Pegawal Negeri Sipl, dengan bukti itu membuat

yang dilakukan © mengumpulkan bukti yang deng: terjadi serta
Penyidik, untuk mencari sera 9 oeraturan Daerah ini yang

i aran P
lerang Tindak Pidana Pelangd

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Us ! pemeriksaan ad

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah {(BUMD) dengan nama da
bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Pers
Perkumpu_lan. Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Polit
Organisasi lainya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak |f
kolektif dan bentuk usaha tetap. '

Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat-Alat Teknis yang dipergunakan

Mencegah dan Memadamkan K
e:lg ma an'fl n Kebakaran. ; menemukan tersangkanya.
'Ijemer]lksaa:E f:tgu Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan d Bl
engujian oleh Pemerintah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakarat BA RETRIBUSI
dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik. NAMA OBJEK DAN SUBJEK 18

Pasal 2

aka
qan nama retribusi  Alat Pemad:;nn ab::q.?Fen
bayaran atas Pelayanan Pemeriksa

ran dipungut retribusi  sebagal

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau dil
guji Alat pemadam kebakaran.

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umun
dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat
retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemeriksaan oleh Pem
Daerah terhadap Alat-Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan
dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 3 “ -

n Pemeriksa dan atau Pengup:? qmﬁ Pg::‘anamu

E:ian:emadam Kebakaran gn]g ng‘::.} |

; k Pelayal I i

kaédirh%igtnggfna::sﬁuﬁaﬁemen Kondominium dan
e

Objek Retribusi adalah P
Daerah terhadap alat-
dipergunakan pleh masyara

perdagangan dan Gedund

Waijib Retn‘bus_j an;la!gh Orang Pribadi atau Badan yang menurut Perul
Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, te
pemungut atau pemotong retribusi tertentu, E

Masa Retribusi adalah suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas Rumah Susun. . pemeriksa Alat Pemadam
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari ! ek Retribusi” adalah Pasyane rakat di rumah tinggal
j perij dari Pem| | Tidak termasuk g:ﬁ;i dan atau dipergunakan oleh m‘aF:{: Ruang, Kebersihan,

an oleh Dinas

Daerah yang bersangkutan.
Kebakaran.

Kebakaran yang Kebakar
emadam Keba
dan Pelayanan Pkamal-"n dan Pemadam

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnys
pertamanan, Pema

disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahaf
jumlah retribusi yang telah ditetapkan, '

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutn '

ya dapat dis
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang Menentukan Jumiah Kele
Pembayaran Retribusi karena Jumlah Kredit Retribusi Lebih Besar darl
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya Terutang.

al 4
- nakan atau menikmatl

3 i Badan yang mEﬂggU al.{_nl.‘
'adaﬁ:n pggzd;;t:‘-l'}ia“ ae PEmET mhaaien?:s;?;:gﬁmaduni'
i n
dam kebak;r:r? yang dimiliki dan atau danrgunad:n gedung bertingkat termasuk
nada

i ' agangan
ung untuk pelayanan LM, 1n|:|t|..'15t:$, Llfi:fd gang
Wpartemen, kondominium dan ruma s .

bjek Retribusi
pyanan peme

Surat Tagihan Refribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD §
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi B
Bunga dan atau Denda.

Surat Kebar_altan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRE
Dn}fumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRBLB yang diajukan
wajib retribusi. g




Rp.50.000.-

AN RE ' i i 6 kq s/d 20 kg sebesar

GOLONGAN RETRIBUSI 4 Berat lebih dari 6 i ot L,
. . ; -

Pasal § ) Berat lebih dari 20 kg s i,

Janls fire pmtect'lon.’ﬁre handrank ssbesal

\GKAT BAB Vil -~
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA WILAYAH PEMUNGU
Pasal 9
Pasal 6 B
i Wilayah Daerah tempat Pelayanan diberikan.

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jumlah Alat P yang terutang dipungut d

Kebakaran yang diperiksa dan diuji.
BAB VIl

ASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

anya 1 (satu) tahun.

BAB V v
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran peneta i ibusi
asaral pan struktur besarnya tarif retribus
menutup sebagian biaya Penyelenggaraan Peiayang?'n, e

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada a i i ralita
. yat (1) ada biaya penyed
;gs;isdl;r;al dan pemeliharaan biaya pemeriksaag!pgng;ce;:iin E?af?;ﬂ?ﬂﬂ.
N racun api, biaya segel dan biaya
pengawasan dan pengendalian. ke i i

rbusi adalah jangka wakiu yang lam

Pasal 11

tang adalah pada saat diterbitkannya SKRD. atau Dokumen lain yang

(busi teru

' BAB IX .
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. Py,
Pasal 8 ibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran Alat Pemadam Keb rsamakan dan SKRDKBT.
(2) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berlkut : BAB X
8. Jenis busa, super busa dan sejenisnya : i SANKSI ADMINISTRASI
1. Isisampai 25 Liter sebesar Pasal 13
Rp. 25.000,- embayar
2. |si lebih dari 25 Liter sebesar Rp. 50.000- hal wajib retribusi tidak membayar tepat pgdaax:fazkﬁin{;u:tiirilg:; Eertr;ap huLn
_ i e es
b.  Jenis Dry Powder (serbuk), Gen CO2, Halon dan sejenis : 1 kan sanksi a.::mm:s:gas; &rﬁ?a?m;ngdiah::ar dan ditagin dengan menggunakan
= . : i eruia
1. Berat sampai dengan & kg sebesar Rp. 25.000.- f;ﬂnhusn yang
8 7



BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(2) Tata cara pemba

yaran, penyetoran, tempat pem —_—
Peraturan Bupati. pat pembayaran retribusi diatur

BAB XlI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaj

lindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluark ;
jatuh tEITIpG Pembﬂ_‘p"al'ﬂﬂ. an setelah 7 {U.I'Jl..lh} hari

(2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tan i t
ang __ ) har ggal surat teguran / peringatan / sur
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang?

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat

ditunjuk yaitu Kepala Dinas Tata Ruang, Kebersihan Perta
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wagiatc-b[_ X manan, Pemaka

BAB Xl 5
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pej

yang ditunjuk atas SKRD atau dok - ; :
SKRDLB. umen lain yang dipersamakam SKRDKBT

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

Ind i - -
alasan yang jelas. onesia dengan disertai alg

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan
retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wa

tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD
dlterbrr_kan_. kecuali apabila wajib retribusi tertenty dapat menunjukan bahwa jang
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

atas ketetapan refribusi,
ketetapan retribusi tersebut.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) fidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan,

(?) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberikan Suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran refribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian Kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimannya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dilampaul dan
Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian keleblhan
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(#) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dilakukan selama jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLE.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi



Pasal 19

1) Permchonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis
Kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;

c. besamya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukdi pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar kelebinan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

‘BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan refribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati.
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BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (Tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari waijib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XVl
PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dibert
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. X

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal negeri sipil
tertentu di lingkungan ,Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laparan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

1"




@, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukd Pasal 26
pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadaf
bahan bukti tersebut,

f minta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tind
pidana di bidang Retribusi Daerah;

Mal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

: ; 1 BAB XX
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan aie KETENTUAN PENUTUP
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identit
Pasal 27

orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; Poraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

i memanggil orang untuk didengar keteranganny2 dan diperiksa sebagl

tersangka atau saksi Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah (nl

flangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pida 1

dibidang Retribusi Daerah sesual dengan ketentuan Peraturan Perunds
Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Wangi-Wang|
pada tanggal 27- %2010

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainy BUPATI WAKATOBI,
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Um
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai deng Ttd & Cap
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. HUGUA

BAB XVIilI Blundangkan di Wangi-Wangi
- KETENTUAN PIDANA . qEer 223~ 2010 ,
Pasal 24 AERMH KABUPATEN WAKATOBI,

(1) Waijib retribusi yang tidak melakukan kewajibanya sehingga merugikan Keuang
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pall
banyak 4 (empat) kali jumiah retribusi terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dengan berlakunya  Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peratu
Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan W
berlaku.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa bahaya kebakaran dapat membawa bencana yang besar dengan akibe
yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda yang dapat membawi
kesengsaraan bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya dap
menghambat kelancaran Pembangunan Dareah Kabupaten Wakatobi. oleh kareml
itu perlu ditanggulangi secara efektif dan terus menerus dengan selalu menyiap

Alat Pemadam Kebakaran.

Alat Pemadam Kebakaran dapat berfungsi secara efektif bila digunakan, mak

selalu diadakan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pada hakekatnya Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Pemadal
Kebakaran adalah upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususny
dalam hal pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan sebagai imbalan pelayand
umum di pungut retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli .Daerah. retriby
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai alasan pelaksanaan pemerikse
pengisian dan pemasangan label pada Alat Pemadam Kebakaran, yat
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dae

dan Retribusi Daerah.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal2 : Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas
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Pasal 9
Pasal 10 :
Pasal 11

Pasal 12 :

Pasal 13 :
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16 .
Pasal 17 :

Pasal 18

. Cukup jelas

Cukup jelas

. Cukup jelas

ayat (1)

ayat (2)

Cukup jelas

: Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
ayat (1)

. ayat (1)

ayat (2}

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan

adgfah ‘bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan
retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga
namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daerah tidak boleh berkerjasama dengan
pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi Pemerintah
Daerah dapat mengajak berkerjasama badan-badan
tgrtentu yang karena profesionalismenya layak
dipercaya untuk ikut melaksanakan sebaglan tugas
pemungutan jenis retribusi secara efisien. Keglatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat
dlkerja_samakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi tarutang,
pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan
retribusi.

 Yang dimaksud dengan dokumen lain yang

dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu
langganan. .

. Bupati sebelum memberikan Keputusan atas

keberqtan yang diajukan harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

. Cukup jelas

. Bupati sebelum memberikan Keputusan dalam hal

ke!ebihan pembayaran retribusi harus melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.

ayat (3) s/d (6): Cukup Jelas
Pasal 19 s/d 27 : Cukup jelas SSP

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR :
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